Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat,

Para Ketua Bappeda, Kepala Dinas Kimpraswil, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Terkait Lainnya,

Para Pejabat Departemen Kimpraswil, serta 

Para Undangan Pertemuan Konsultasi Regional se Sumatera yang terhormat,

Marilah sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memperkenankan kita hadir dalam Konsultasi Regional Se Sumatera ini. Kami sampaikan pula terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat dan khususnya kepada Bapak Gubernur  yang telah memungkinkan berlangsungnya pertemuan Konsultasi Regional ini sebagai forum pembahasan perencanaan pembangunan yang akan kita laksanakan pada tahun 2002.

Mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa penyusunan program saat ini terlalu awal, mengingat DIP 2001 baru saja selesai dan seperti banyak ditulis di media bahwa APBN 2001 masih akan direvisi karena terjadi peningkatan defisit anggaran yang besar. Pendapat tersebut benar, namun dilain pihak justru untuk menghindari terjadinya kelambatan penetapan penganggaran tahun 2002, maka perlu dilakukan pembahasan pendahuluan lebih awal dari sebelumnya. Oleh sebab itu Menteri Keuangan mewakili Pemerintah telah menyampaikan Penjelasan Pendahuluan RAPBN Tahun 2002 kepada Panitia Anggaran DPR RI pada tanggal 8 Maret 2001.

Selanjutnya Dep. Kimpraswil akan segera diminta untuk menyampaikan usulan kepada Komisi IV DPR-RI dalam masa kerja Mei-Juni 2001 untuk mengawali proses penyusunan anggaran tersebut, maka kalau pada tahun 2001 dimulai dengan permintaan tertulis dari Ibu Menteri Kimbangwil tentang prioritas daerah dari para Gubernur, kali ini kita upayakan lebih intensif dalam bentuk konsultasi agar memungkinkan terjadinya dialog konstruktif dalam mensinergikan program pusat-daerah.

Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan salam hangat dari Ibu Menteri Kimpraswil kepada para pejabat daerah dan beliau memesankan agar dimulai paradigma baru penyusunan program yang benar-benar memperhatikan dan mengakomodasikan aspirasi daerah. Oleh sebab itu pada hari pertama ini, semua aparat Dep. Kimpraswil diminta untuk mendengar lebih dahulu pandangan-pandangan dari daerah.

Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati,

Program pembangunan tahun 2002 mempunyai nilai strategis jika dilihat dari aspek-aspek seperti berikut:

1. Tahun 2002 merupakan tahun ketiga pelaksanaan GBHN 1999-2004 dan Propenas tahun 2000-2004 yang akan sangat menentukan pencapaian program Jangka Menengah tersebut guna memulihkan kembali kondisi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan masyarakat agar mampu tumbuh kembali dalam era globalisasi yang tidak dapat dibendung.

2. Tahun 2002 juga merupakan awal dimulainya secara penuh desentralisasi dan otonomi daerah yang diharapkan mampu menumbuhkan kemampuan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat secara efektif dalam keterkaitan yang komplementer dan saling menguntungkan antar wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Memperhatikan setidak-tidaknya kedua aspek tersebut maka program tahun 2002 harus disusun dalam suatu sinergi antar daerah maupun antara pusat – daerah

Seperti kita ketahui bersama bahwa UU 22 dan 25 tahun 1999 maupun peraturan pelaksanaannya, antara lain PP 25/2000, pada hakekatnya semua urusan telah diletakkan sebagai kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali urusan-urusan yang bersifat lintas wilayah yang perlu ditangani Pemerintah Propinsi. Pemerintah Pusat hanya menangani 5 (lima) kewenangan pokok dibidang hukum dan perundang-undangan, agama, keuangan dan moneter, hubungan luar negeri, hankam serta kebijakan serta perencanaan makro diberbagai sektor strategis nasional.

Khususnya dibidang Kimpraswil kewenangan tersebut dijabarkan dalam PP 25/2000, terutama dibidang Permukiman, Penataan Ruang, dan Pekerjaan Umum. Kewenangan tersebut lebih dititikberatkan pada penetapan kebijakan dalam bentuk peraturan per-undang-undang-an, penyusunan berbagai Norma, Pedoman, Standar, dan Manual teknis serta Perencanaan Umum, Pembinaan dan Pengawasan. Dalam Keppres no 165/2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, tugas-tugas Dep. Kimpraswil dijabarkan lagi secara lebih rinci dan pada pasal (38) huruf (t) angka (9) juga ditetapkan kemungkinan untuk menangani pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan nasional serta prasarana dan sarana sumber daya air lintas propinsi atau yang strategis nasional sesuai dengan kesepakatan daerah.

Tugas terakhir tersebut pada hakekatnya lebih bersifat dukungan pemerintah Pusat kepada Daerah, terutama pada daerah-daerah yang kurang mampu untuk mempercepat pembangunan wilayahnya, sesuai dengan makna yang terkandung dalam pasal 4 PP 25/2000. Mengacu pada ketentuan diatas, maka konsultasi daerah ini mempunyai arti yang sangat penting untuk menghasilkan berbagai kesepakatan tersebut.

Para Pejabat Daerah dan Pusat yang kami hormati

Dalam penjelasan Menteri Keuangan antara lain disampaikan bahwa berbagai indikator ekonomi makro yang mempengaruhi keuangan negara tahun 2002 pada dasarnya belum banyak berubah dari kondisi tahun 2001, hal ini berarti bahwa dalam penyusunan anggaran tahun 2002 kita masih dapat mengacu pada alokasi anggaran 2001.

Prioritas pembangunan terutama diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan bidang pendidikan serta bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, disamping mempercepat pemulihan ekonomi serta memperluas kesempatan kerja, khususnya di daerah-daerah yang mempunyai tingkat pengangguran tinggi antara lain melalui pembangunan pertanian dan pengairan, memperluas dan mempertahankan sarana dan prasarana transportasi dan energi.

Dari hasil kajian Panitia Anggaran DPR-RI dikemukakan bahwa dana pembangunan yang dikelola pusat difokuskan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pusat diberbagai sektor. Titik berat alokasi dana juga ditujukan untuk mengisi kesenjangan berbagai proyek yang dilaksanakan di berbagai daerah khususnya di daerah yang poternsi fiskalnya lebih rendah supaya secara bertahap dicapai keserasian tingkat kesejahteraan berbagai wilayah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memperhatikan prioritas-prioritas pembangunan nasional serta dalam upaya percepatan pelaksanaan otonomi daerah, maka program bidang Kimpraswil perlu disusun secara sinergi antara berbagai prioritas pembangunan daerah dengan dukungan prasarana dan sarana wilayah serta memperhatikan berbagai upaya penanganan permasalahan strategis nasional, termasuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, telah dirumuskan prioritas pembangunan bidang Kimpraswil untuk dibahas dalam konsultasi regional ini yang dikelompokkan dalam 4 (empat) sasaran:

1. Pembangunan dengan pendekatan pengembangan wilayah

2. Penanganan permasalahan yang bersifat strategis nasional

3. Fasilitasi pembangunan daerah untuk mempercepat desentralisasi

4. Peningkatan kemampuan manajemen pembangunan dalam rangka perwujudan “good governance”

Keempat sasaran strategis tersebut tidak berarti hanya merupakan program yang dibiayai sepenuhnya dari anggaran pusat, namun lebih sebagai media sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah dibidang Kimpraswil.

Para peserta konsultasi regional yang kami hormati

Pembangunan dengan pendekatan wilayah pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan ekonomi wilayah dengan memperhatikan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi, peningkatan kemampuan kelembagaan ekonomi lokal dalam menunjang proses kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran serta menciptakan iklim yang mendukung bagi investor di daerah yang menjamin berlangsungnya produktivitas dan kegiatan usaha masyarakat dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Pada saat ini kita menghadapi suatu kenyataan yang menunjukkan kesenjangan pertumbuhan antar wilayah, di satu sisi terdapat wilayah yang mempunyai posisi strategis dan cepat tumbuh, sementara disisi lain masih terdapat wilayah yang masih tertinggal. Pembangunan Kimpraswil di wilayah yang cepat tumbuh bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mempertahankan dan meningkatkan produksi wilayah, sementara pembangunan di kawasan tertinggal bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap faktor produksi dan prasarana fisik yang mendukung percepatan pembangunan wilayah. Efektivitas pembangunan prasarana wilayah di dalam suatu wilayah akan lebih tinggi apabila fungsi, lokasi, waktu dan besaran masing-masing sektor dapat sinergis. Kondisi tersebut diatas merupakan suatu harapan atas terciptanya pembangunan wilayah yang terpadu. 

Dalam mendukung pengembangan kawasan strategis tersebut, program pembangunan prasarana jalan diarahkan untuk mempertahankan dan memperluas jangkauan pelayanan jasa transportasi darat, laut, dan udara sebagai struktur wilayah. Dalam rangka mendukung distribusi produksi nasional, perlu ditingkatkan pemeliharaan dan pembangunan jalan negara  yang merupakan jalan lintas propinsi secara sinergis dan perlu diupayakan pembangunan jalan propinsi dan kabupaten/kota yang telah didesentralisasikan kepada Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. 

Pembangunan di bidang Sumber Daya Air diarahkan untuk meningkatkan tersedianya air baku untuk menunjang usaha pertanian, perikanan, industri, tenaga listrik dan air bersih, serta penanggulangan banjir di perkotaan dan perdesaan. Untuk menumbuhkan simpul-simpul produksi dan distribusi, perlu diupayakan pemantapan fungsi perkotaan baik yang berskala nasional/internasional, regional, maupun lokal.

Mengacu pada strategi penataan ruang nasional, maka pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan antar wilayah sesuai dengan potensi strategisnya.

Para hadirin yang berbahagia

Penanganan permasalahan strategis nasional antara lain menyangkut upaya pemulihan kehidupan masyarakat yang terkena akibat bencana alam dan sosial yang pada saat ini tercatat lebih dari satu juta orang yang masih tinggal di tempat-tempat pengungsian. Upaya ini perlu segera ditangani bersama antara pemerintah dan masyarakat agar tidak mengarah pada kondisi disintegrasi bangsa. Dep. Kimpraswil, berupaya untuk memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk merehabilitasi permukiman di daerah asal maupun, jika diperlukan, mengembangkan permukiman baru,

Permasalah strategis lainnya adalah upaya penanggulangan kemiskinan yang masih sangat besar. Walaupun program penanggulangan kemiskinan pada dasarnya merupakan program daerah, namun Dep. Kimpraswil akan mendukung melalui program-program pembangunan permukiman dan prasarana di daerah kumuh perkotaan maupun prasarana perdesaan yang relatif tertinggal. Dalam pelaksanaannya yang dikoordinasi oleh pemerintah daerah,peran masyarakat perlu lebih dikembangkan melalui community-based development. 

Dalam penanggulangan kemiskinan tersebut juga akan diupayakan pemenuhan kebutuhan dasar di bidang perumahan dan permukiman yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, antara lain melalui pembangunan rumah sangat sederhana, rumah sederhana, dan rumah susun sederhana.
Permasalahan strategis lainnya adalah pemantapan pangan nasional melalui dukungan jaringan irigasi di daerah sentra-sentra produksi, khususnya bagi daerah-daerah yang kurang mampu. Sesuai dengan kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah akan berperan penting dalam pemeliharaan prasaran irigasi tersebut.

Disamping program pembangunan yang berkaitan dengan penanggulangan permasalahan strategis nasional tesebut, perlu juga difikirkan pula penyelesaian penyerahan prasarana dan sarana yang telah dan sedang dibangun saat ini dan telah menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti jaringan jalan propinsi dan kabupaten/kota serta prasarana perkotaan dan perdesaan, termasuk jaringan irigasi. 

Mengingat masa transisi UU 22 dan 25 tahun 1999 akan berakhir pada tahun 2001, dan perhitungan perimbangan keuangan pusat dan daerah telah ditetapkan, maka pemerintah daerah seharusnya sudah mengambil alih dan menganggarkan operasi dan pemeliharaan prasarana tersebut. Namun demikian untuk daerah-daerah yang kurang mampu kemungkinan masih memerlukan waktu untuk dapat melakukan kewenangan tersebut. Oleh sebab itu, dalam anggaran tahun 2002, secara terbatas dan selektif berdasarkan permintaan daerah, dapat diinventarisasikan kebutuhan anggaran tersebut dalam rangka percepatan desentralisasi. Hasil inventarisasi tersebut masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut dengan instansi terkait untuk dikaji dalam penetapan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Bapak Gubernur dan para peserta Konsultasi Regional yang kami hormati,

Pada akhirnya, sejalan dengan prioritas pembangunan tersebut, dalam program tahun 2002 akan diupayakan peningkatan fungsi pemerintah pusat dibidang pengaturan, pembinaan dan pengawasan dibidang Kimpraswil, terutama dalam upaya perwujudan “good governance”. Program-program tersebut akan terkait dengan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan dibidang Kimpraswil sejalan dengan adanya kebijakan otonomi daerah.

Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, direncanakan penyelenggaraan diklat Teknis Fungsional secara berjenjang dan berkelanjutan untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan teknis para aparatur daerah.

Disamping itu upaya-upaya pemberantasan KKN juga telah menjadi tekad dan prioritas program Dep. Kimpraswil untuk memungkinkan peningkatan efisiensi dan efektivitas pembangunan agar dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

Demikian beberapa kebijakan yang ingin kami konsultasikan dengan ibu dan bapak sekalian untuk menjadi landasan dalam penyesuaian program tahun 2002. Kami sadari bahwa masih banyak ketidakpastian yang kita hadapi dalam pelaksanaan anggaran 2001 dan perubahan berbagai indikator ekonomi makro lainnya. Namun demikian, melalui upaya sinkronisasi program pusat dan daerah yang dimulai sejak awal, seperti yang kita lakukan saat ini, maka dapat diletakkan kerangka landasan bersama yang lebih mantap dalam mengantisipasi berbagai ketidakpastian tersebut.

Sekali lagi kami mengucapkan selamat melaksanakan Konsultasi Regional, semoga Allah SWT membimbing kita dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Sekretaris Jenderal

Gembong Priyono
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